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Sudah Terima Dari
Terbilang
* Untuk Pembayaran

Sub Kegiatan
Sub Sub Kegiatan

Jumiah Uang

MOHAMAD YO
@®.
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Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
SDK

(//I;//ﬁff
SUSILO ARI WARDANI, S.Si.,Apt,M.Kes
NIP 19700208 1986032002

Setuju dibayar,

Kuasa Pengguna Anggaran
SDK Bendahara Pengeluaran Pembantu

NIP 196910221997031006

No BKU/Hal SPK/ LABKESPA /L /2025
Prog / Keg : 1 202!102.02101

Kode Rekening : 5.1.02.0201.0036
KUITANSI

. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI| JAWA TIMUR
[ "~ #Empat Belas Juta Rupiah # Z |
. Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO : Pelaksanaan Asesmen KAN

Tanggal 13-14 Pebruari 2025 Dalam Rangka Pengembangan Mutu
Layanan, An. Badan Standarisasi Nasional (BSN) - Komma Akreditasi
Nasional (KAN) -

Dengan perincian sbb:

2Orang x Rp.3.500.000x 2 hari = Rp.14.000.000,-

1\‘ “ Il'l’;:

;. 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
. Pengembangan Mutu Layanan - Akreditasi

- [Rp. 14.000.000,- |

Surabaya, 14 Pebruari 2025

Pelaksana Kegiatan

NIP 197011181994021001

Paca anggal 2.1 FED 005

SDK

51{:::\;

Y
ZAHROTINISYA'
NIP 197104302007012013

. SKM., M.Kes

=~



¢ No BKU/Hal @ Tf /CpK/(APKESPA/L /20265
' |Prog / Keg . 1.02.02/1.02.02.1.01
Kode Rekening . 5.1.02.02.01.0036
KUITANSI
Sudah Terima Dari .| KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
Terbilang 4| # Empat Belas Juta Rupiah # _ 1
Untuk Pembayaran  : Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO ' Pelaksanaan Asesmen KAN
Tanggal 13-14 Pebruari 2025 Dalam Rangka Pengembangan Mutu
Layanan, An. Badan Standarisasi Nasional (BSN) - Komite Akreditasi
Nasional (KAN)
Dengan perincian sbb:
2 Orang x Rp.3.500.000 x 2 hari = Rp.14.000.000,-
Sub Kegiatan 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
Sub Sub Kegiatan - Pengembangan Mutu Layanan - Akreditasi
Jumlah Uang - [Rp. 14.000.000,- |
. Surabaya, 14 Pebruari 2025
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ==
SDK <~
P
SUSILO ARI WARDANI,S.Si., Apt, M. Kes . M.
NIP 187002081996032002 NIP 197011181994021001
Setuju dibayar, LUNAS DIBAYAR 5 ,
Kuasa Pengguna Anggaran Pada tanggal FER 9
SDK Bendahara Pangsluargn" Eban‘ngl 2

MOHAMAD YOH(S SKM., M.Kes
NIP 196910221997031006

_fﬂ,f

ZAHROTINISYA'
NIP 197104302007012013
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o~ - Monitoring Status LPK

simasadi.bsn.go.id

L] Informasi LPK Terkini Seta

s, 11 Februar: 2025

L XXX-1DN

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi G
Jawa Timur Asesmen Awal
Il Bendul Merisi No. 126, Surabaya S

C11-8431872

Dijadwalkan onsite asesmen
Ermanl: L:nt)ktsdapruvjanm:;-'gnmll cam dan witness 13-14 Februar 2025
A Perhatian!

Harap anda dapat melakukan u__ﬁiq‘ad bukti t‘hmfe:_penggantian paket data dan uang harian’

status Terking Dokumen Akreditas Pengendalian Paket Data
Fengendalian Uang Hanian luran Tahunan
I Pendaftaran 2. Submit 3.Audit /4 KajiUlang 5. Pembayaran6. Persetujuan 7, Audit
y Akreditasi Dokumen Kelayakan Permohonan Biaya Tim dan Kecukupan
Permohonan & Asesmen  Permohonan Kontrak
: (KUPA}
(O O

8. Suratinfo 9. Registras 10, Surat 11, Input tim 13 Tindakan 14, Laporan

dan Tagihan Pembayaran Tugas Perbaikandan  Asesmen
Asesmen Asesmen Asesmen 12, Verifikasi
Pelaksanaan [indakan
“Perbaikan
Asesmen
%) O a O ) a 0
15 16. Evatuas 17.Rapat  18. Rapat KAN 13 Surat 20 Penerbitan 21. Penerbitan
Rekamendasi Hasil Asesmen Kajan Panitia Cauncil Keputusan Sertifikat Lampiran

Ruang Teknis Akreditasi Akreditasi Akreditas)
Linpkup oleh

ASEs0T

>

Komite Akreditasi Nasional € 2025 Sistem Informasi dan Administrasi Akreditasi (Si Mas Adi) 1.1.0
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YKAN

KOMITE AKREDITAS| NASIONAL

PENUGASAN TIM ASESMEN

Jakarta, 16 Januari 2025

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

JI. Bendul Merisi No.126,

Surabaya

Nomor - 0202/4.b3/LK/01/2025 Yth.

Dengan Hormat,
Dengan ini Komite Akreditasi Nasignal (KAN) menugaskarn :

No Nama / Posisi Tanggal Pelaksanaan
Achmad Abdillah / _ Asesor Kepala [13-14 Februari 2025 (Onsite Assessment)
2 |Arintina Sri Maradewi / Asesor 13-14 Februari 2025 (Onsite Assessment)

untuk melakukan kegiatan asesmen terhadap

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)
N

ama : UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
No Akreditasi : LK-XXX-IDN
Alamat ; Ji. Bendul Merisi No.126, Surabaya
No. Telepon/No. Faks. . 031-8431872
Personel Penghubung : Nina Widyasari (081 330038950)

STANDAR / PEDOMAN YANG DIGUNAKAN :SNi ISO/IEC 17625 -
2017 JENIS KEGIATAN*)

1. Audit kecukupan 6. Penyaksian Asesmen/Witnes
2, Pra-asesmen 7. Asesmen Ulang
Asesmen Awal 8. Asesmen Penambahan Ruang Lingkup
4. Verifikasi lapangan 8. Asesmen Laboratorium Lingkungan
5. Surveilen 10. Survailen Tidak Terjadwal
JADWAL PENUGASAN 13-14 Februari 2025

12 Februari 2025 (perjalanan)

Komite Akreditasi Nasional
Direktur Akreditasi Laboratorium

DR vokunan o e sians
2,

Dr. Agustinus Praba Drijarkara, M.Eng.
NIP. 19711207 199012 1 001-?&

Referensi No, Surat Tagihan . 2093/BAS/LK/01/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

———— -_——
Komite Akreditasi Nasional

4L Kurmgan Barat Raya, Yo 18, Kuningan, Mampang Pragutan Signatory of APAC MRA ILAC MRA and IAF MLA
Jakarta Selxtan, DK Jakaria Indopesss 2

Dirvktoent Airogitasi Ly miraga inspekul dan Lembags Seruficas: 62819 1514 nose -

Dirsitorat Akrocitas: Laboratodum +62811 8863 6955 @ !m o !m
Dwreazorat Sistam oan Harmonisas Akred-tas

Emait sertifibasi@ibse gaoid ) “aborstonumgitisn g0.10 / wshorkosn #old

o e ok
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Data Tagihan :
Knde Billing
Tanggal Billing
Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Bayar
Kelompok PNBP
Mata Uang
Bank/Pos/Fintech Bayar
Channel Bayar
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

B20250114728884
14-01-202510:07:37
21-01-2025 10:07:37

Fungsional
IDR

Direktorat Akreditasi Laboratorium

Kementerian/Lembaga 084 - BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

Unit Eselon [ 01 - Badan Standarisasi Nasional

Satuan Kerja 613104 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Total Disetor 14.000.000 (IDR)

Terbilang Empat Belas Juta (IDR)

Status Belum Dibayar

NTB -
" NTPN .
Irotail Tagihan :

Wajib Bayar Jenis Penerimaan Akun Tarif [Volume] Satuan Jumlah Keterangan
. 3 Josa Akreditasi - Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian -  J425281 - Pendapatan " -

[UPT Labkesda Jatim LK 0 BG66 Bt Lairain Asbimih Akreditasi 3.500,000] 4 per arang per hari [14.000.00002093/BAS/LK/01/2025
Tanggal Celak : 14/01/2025 10:08:03 WIB S wo - . . SIMPONI




PRESIDEN
REPUBLIK INDONES|A

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi
Nasional, perlu mengatur kembali Jjenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Standardisasi Nasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan . . .



Menetapkan :

3.

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= &

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3760);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

(1)

(1)

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Badan Standardisasi Nasional meliputi penerimaan dari
Jasa:

a. Akreditasi;

b. Pelatihan Standardisasi;

¢. Layanan Otoritas Sponsor; dan
d. Informasi Standardisasi.

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berasal dari Jasa Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:

a. Penilaian . . .



(2)

(1)

(2)
(3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=3

a. Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian
Kesesuaian berupa Pelaksanaan Asesmen;

b. Pemantauan Kompetensi/Surveilans Lembaga
Penilaian Kesesuaian;

¢. Penyaksian Kompetensi Lembaga Penilaian
Kesesuaian; dan/atau

d. Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian
Kesesuaian dengan/atas nama badan akreditasi asing
berupa Pelaksanaan Asesmen,

tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi dan
akomodasi.

Biaya  konsumsi, transportasi, dan  akomodasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Jasa Pelatihan Standardisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa:

a. Layanan Pelatihan Publik tidak termasuk biaya
transportasi dan akomodasi; dan

b. Layanan Pelatihan di Tempat Wajib Bayar tidak
termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi
bagi tim pengajar.

Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Wajib Bayar.

Biaya  konsumsi, transportasi, dan  akomodasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan
kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4 . . .



(1)

(2)

(3)

(1)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONES|A
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Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Jasa Layanan Otoritas Sponsor sebagaimana
dimaksud dalam Pasa] 1 ayat (1) huruf c berupa
Permohonan Layanan Otoritas Sponsor dan Kunjungan
Pengawasan atas Layanan Otoritas Sponsor, tidak
termasuk biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, dan
pengajuan persetujuan kepada Otoritas Registrasi.

Biaya  konsumsi, transportasi, dan akomodasi,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Wajib Bayar sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Biaya pengajuan persetujuan kepada Otoritas Registrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan Wajib
Bayar kepada Otoritas Registrasi.

Pasal 5

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Jasa Informasi Standardisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, tidak termasuk
biaya pengiriman dokumen, transfer pembayaran,
dan/atau royalti.

Biaya pengiriman dokumen, transfer pembayaran,
dan/atau royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada Wajib Bayar dalam hal:

a. biaya pengiriman dokumen bagi yang meminta
dokumen dikirimkan;

b. biaya transfer pembayaran untuk pembayaran
dokumen kepada badan standar asing di luar negeri;
dan/atau

. biaya royalti yang dipersyaratkan oleh badan standar
asing atas publikasi standar yang diadopsi menjadi
Standar Nasional Indonesia.

Biaya pengiriman dokumen dan/atau biaya transfer

pembayaran yang dibebankan kepada Wajib Bayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

dilaksanakan sesuai dengan harga pasar.

(4) Biaya . . .



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONES|A

-5-

Biaya royalti yang dibebankan kepada Wajib Bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilaksanakan sesuai nota kesepakatan atau perjanjian
antara Badan Standardisasi Nasional dengan badan
standar asing.

Pasal 6

Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar
Rp0,00 (nol rupiah) untuk Standar Nasional Indonesia dari
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Jasa Informasi Standardisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d yang
peruntukannya tidak bersifat komersial.

Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah;

Lembaga Negara;

Lembaga Pendidikan;

Lembaga Penelitian; dan/atau

Lembaga lainnya yang bekerja sama dengan Badan
Standardisasi Nasional.

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) hanya
diberikan kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap nomor
Standar Nasional Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pihak tertentu
dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional setelah mendapat persetujuan
Menteri Keuangan.

™0 o0 o op

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Badan Standardisasi Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 8. ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulaj berlaku,
terhadap jenis dan tarif atas Jjenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang layanannya telah diajukan oleh Wajib
Bayar sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Standardisas;j Nasional.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulaj berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4781), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Akreditasi, berlaku
sejak tanggal 2 Januari 2019.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



FRESIDEN
REPUBLIK INDONES| A,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Pemerintah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
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UPT LABKESDA

NO’IA PENCAIRAN DANA (NPD)
04 /spr/UPT- LABKESDN‘E /2025

/__ll_ﬂ-_d\zﬂﬁ
Jenis NPD . UANG PANJAR / w
PPTK : SUSILO ARI WARDANI, S.Si, Apt, M Kes
Program ¢ 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
No. DPA : DPA/A 1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 Tanggal | Januan 2025
Tahun Anggaran . 2025
No| Kode Rekening Uraian Anggaran Sisa Anggaran Pencairan
1. | 5.1.02.02.01.0036 [Belanja Jasa Audit/Survelllance B
I1SO
{#] Pengembangan Mutu Layanan 59,958,700 59,958,700]
Belanja Jasa Andit/Surveillance 1SO : 45.958,79}0#! 14,000,000
Pelaksanean Asesmen KAN Tanggal :
13-14 Februeri 2025 dalam Rangka
Pengembangan Mutu Layanan, an.
[Badan Standarisasi Nasional (BSN) -
Jumlah 14,000,000
Pit. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

NIP. 19691022 199703 1 006

P@MPWK@M(PWK}
s
é/_'

SUSILO ART WARDANIL §.8i., Apt, M.Kes

NIP. 19700208 199603 2 002




UPT LABKESDA
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
NO. 94 /SDK/UPT-LABKESDA/T] /2025

21 b 0B .
R
Jemis NPD : UANG PANJAR / Wghljﬁiﬁ«gé&)
PPTK : SUSILO ARI WARDANI, S.81., Apt, M.Kes
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan ¢ 1.02.02.1.01 Penysdiaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
No. DPA : DPA/A 1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 Tanggal | Jarmari 2025
Tahun Anggaran i 2025
No| Kode Rekenlng Uraian Anggaran Sisa Anggaran Pencalran
T. | 5.1.02.02.01,0036 |Belanja Jasa AudivSurvelance = Kl
ISO
|1#] Pengembangan Muta Layanan 59,958,700 59,958,700
Belanja Jasa Audit/Surveillance 1SO : 45,958,700 14,000,000
Asesmen KAN Tanggal
13-14 Febrnari 2025 dalam Rengka
Pengembangan Muta Layenan, an.
Badan Standansasi Nasional (BSN) -
Jumiah 14,000,000
Pit. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat PelaksanaTeknis Kegistan (PPTK)

NIP. 19691022 199703 1 006

NIP. 19700208 199603 2 002




UPT LABKESDA

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
NO. ©4 /SDK/UPT-LABKESDA/ T /2025

: UANG PANJAR / TANPA UANG PANJ
: SUSILO ARI WARDANIL §. Kes

: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT \ '

¢ 1.02.02.1.01 Penyedisan Fasilitas Pelaysnen, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan ¢ 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
No. DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 Tangeal | Jenmari 2025
y . Anggaran - 2025
Ringan .
No Kl::a.ﬂ Uraian Angguran | Slsa E: Peacairan P
1. | 5.1.02.02.01.0036 [Belanja Jasa Audit/Burvellance
IS0
: [#] Pengembangan Muta Layunan 59,958, 59,958,700
. Jasa Andit/Surveillance 180 : 45,958,700 14,000,000
Ascsmen KAN Tanggal 1
13-14 Februari 2025 dalam Rengka
l Pengembangan Mutu Layanan, .
| Badan Stendarisnsi Nasional (BSN) -
[Komite Akreditasi Nesional (KAN)
l .
| _ o Jumiab 14,000,000 |
Pit. Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
A P
P, s ,/-"f,
¢ SUSILO ARI WARDANL § Si., Apt. M Kes
NIPJ'INDIM 199703 1 006 NIP. 19700208 199603 2 002
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